BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah dibahas
pada bab sebelumnya, maka Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kesimpulan mengenai kekuatan hukum pernyataan Ketua Koperasi
mengenai aset koperasi berupa tanah sebagai bukti kepemilikan koperasi
adalah sebagai berikut:

Koperasi Simpan Pinjam merupakan badan usaha berbadan hukum yang
hanya menjalankan usaha simpan pinjam berupa kegiatan menghimpun
dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota koperasi yang
bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, serta koperasi
lain dan/atau anggotanya. Setiap orang yang akan bergabung menjadi
anggota koperasi ini harus membayar sejumlah uang sebagai simpanan
pokok dan simpanan wajib untuk dijadikan modal sendiri koperasi. Uang
yang telah disetorkan oleh anggota koperasi dapat digunakan untuk
membeli Dberbagai keperluan yang dapat menunjang kegiatan usaha
koperasi. Salah satunya adalah tanah sebagai aset tetap yang biasa

digunakan untuk mendirikan kantor koperasi.

Tanah sebagai benda tidak bergerak terdaftar tentu wajib didaftarkan,
agar Koperasi Simpan Pinjam mendapatkan kepemilikan atas tanah dan
hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Koperasi Simpan
Pinjam hanyalah terbatas pada Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai. Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat memiliki hak atas
tanah berupa hak milik karena Pasal 1 PP 38/1963 menunjukkan bahwa
Koperasi Simpan Pinjam tidak termasuk dalam kategori badan hukum

yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik, sehingga nama
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Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat dicantumkan dalam SHM atas
tanah. Oleh karena itu, seringkali dalam praktik nama Ketua Koperasi
yang bersangkutan dipinjam untuk dicantumkan dalam SHM atas tanah

tersebut.

Peminjaman nama tersebut seringkali dituangkan dalam bentuk akta
pernyataan yang dibuat oleh Ketua Koperasi di hadapan Notaris/PPAT.
Akta tersebut berisi pernyataan Ketua Koperasi yang mengakui bahwa
tanah dengan status hak milik tersebut adalah milik koperasi meskipun
didaftarkan menggunakan nama pribadinya. Akan tetapi, berdasarkan
Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, surat tanda bukti yang sah dan paling kuat
untuk membuktikan kepemilikan sebidang tanah hak milik hanyalah
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah. Selain itu, hak milik sebagai
suatu hak kebendaan akan selalu melekat pada bendanya. Oleh karena
itu, undang-undang melarang adanya penciptaan hak kebendaan baru di
luar apa yang sudah ditetapkan.

Pembuatan akta pernyataan pinjam nama semacam itu sama saja dengan
menciptakan hak kebendaan baru, sehingga hal ini melanggar hukum.
Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
3020K/PDT/2014 yang mengadili perkara antara Saito Hiromi dan
Choirul Anam, akta pernyataan pinjam nama yang dibuat oleh Ketua
Koperasi dapat dianalogikan dengan perjanjian nominee yang dibuat oleh
Saito Hiromi untuk meminjam nama Choirul Anam sebagai suatu hal
yang melanggar hukum, yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) UUPA
mengenai larangan kepemilikan tanah hak milik oleh Koperasi Simpan
Pinjam sebagai badan hukum yang dilarang memiliki tanah hak milik
oleh Pasal 1 PP 38/1963. Lebih lanjut, dalam PT dikenal sebuah praktik
saham pinjam nama bernama Nominee Arrangement yang telah dilarang
oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 48 ayat (1)
UUPT serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPM. Oleh karena saham
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dengan tanah dapat dianalogikan sebagai benda yang sama-sama harus
didaftarkan namun tidak menggunakan nama pemilik yang sebenarnya,
maka dapat disimpulkan bahwa akta pernyataan yang dibuat oleh Ketua
Koperasi dihadapan Notaris/PPAT yang dibahas dalam penulisan ini juga
tidak dapat dianggap sebagai suatu akta yang sah terlebih digunakan
sebagai bukti kepemilikan atas tanah hak milik yang sah.

Dibuatnya akta pernyataan semacam itu dapat dikategorikan sebagai
penyelundupan hukum, karena akta pernyataan tersebut bertujuan
menghindari ketentuan larangan Koperasi Simpan Pinjam untuk dapat
memiliki hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21
ayat (2) UUPA jo. Pasal 1 PP 38/1963. Dengan demikian, akta
pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan koperasi atas
sebidang tanah yang didaftarkan menggunakan nama Ketua Koperasi

sekalipun tanah tersebut dibeli menggunakan modal koperasi.

2. Kesimpulan mengenai kewenangan Ketua Koperasi dalam menjaminkan
aset koperasi berupa tanah yang terdaftar atas nama Ketua Koperasi
berdasarkan akta pernyataan pinjam nama yang dibuat di hadapan
Notaris/PPAT adalah sebagai berikut:

UUPA telah menetapkan bahwa lembaga hak jaminan yang kuat dan
dapat dibebankan pada hak atas tanah adalah hak tanggungan. Oleh
karena itu, penjaminan tanah harus tunduk pada pengaturan dalam UUHT.
Penjaminan tanah harus didaftarkan guna mendapatkan Sertifikat Hak
Tanggungan. Pihak yang berhak mendaftarkan tanah sebagai jaminan
hanyalah pemilik objek hak tanggungan. Berkaitan dengan hasil kajian
sebelumnya, akta pernyataan pinjam nama yang dibuat oleh Ketua
Koperasi tidak dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan koperasi atas
tanah dengan status hak milik yang terdaftar atas nama Ketua Koperasi

tersebut. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat
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mendaftarkan tanah tersebut sebagai jaminan berdasarkan akta pernyataan
tersebut. Hal ini dikarenakan pemilik objek hak tanggungan dalam hal ini
bukanlah Koperasi Simpan Pinjam melainkan Ketua Koperasi atas

namanya pribadi.

Selanjutnya, dikarenakan akta pernyataan pinjam nama tersebut tidak
dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan aset koperasi, maka hal ini
membawa konsekuensi hukum terhadap kewenangan Ketua Koperasi
untuk menjaminkan aset koperasi tersebut. Pada dasarnya, Ketua
Koperasi berwenang untuk menjaminkan aset koperasi dikarenakan
undang-undang memberikan kewenangan kepada pengurus untuk
melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi dan demi kepentingan
koperasi. Artinya perbuatan hukum yang dapat diwakili oleh Ketua
Koperasi hanyalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan koperasi,
termasuk yang berkaitan dengan asetnya. Akan tetapi, dikarenakan pihak
yang berhak mendaftarkan tanah sebagai jaminan hanyalah pemilik objek
hak tanggungan, maka Ketua Koperasi menjadi tidak memiliki
kewenangan untuk menjaminkan tanah tersebut atas nama koperasi,
melainkan justru berwenang untuk menjaminkan tanah tersebut atas

namanya pribadi.

Kesimpulan mengenai pertanggungjawaban Ketua dan Anggota Koperasi
terkait perbuatan hukum penjaminan aset koperasi berupa tanah yang
diadakan oleh Ketua Koperasi berdasarkan akta pernyataan pinjam nama

yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT adalah sebagai berikut:

Selain modal sendiri, Koperasi Simpan Pinjam dapat juga memiliki modal
pinjaman yang dapat diperoleh dari anggota, koperasi lainnya dan/atau
anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan
surat utang, serta sumber lain yang sah. Keputusan untuk memperoleh

modal pinjaman dari salah satu atau beberapa sumber modal tersebut
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harus didiskusikan dan diputuskan dalam rapat anggota sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam hal perbuatan hukum
meminjam sejumlah uang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi tersebut
diketahui dan disetujui oleh rapat anggota, maka perlunasan utang akan
menjadi tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam sebagai suatu badan
hukum. Akan tetapi, dalam hal perbuatan hukum meminjam sejumlah
uang yang dilakukan oleh Ketua Koperasi tersebut tidak diketahui dan
tidak disetujui oleh rapat anggota, maka perbuatan tersebut akan dianggap

sebagai perbuatan hukum Ketua Koperasi secara pribadi.

Peminjaman sejumlah uang untuk modal koperasi dapat disertai dengan
penjaminan. Apabila Ketua Koperasi menjaminkan tanah yang dibeli
dengan modal koperasi namun didaftarkan atas nama Ketua Koperasi
tersebut, maka Ketua Koperasi dianggap menjaminkan tanahnya secara
pribadi karena nama yang tercantum dalam SHM atas tanah adalah
namanya secara pribadi dan akta pernyataan bukanlah bukti kepemilikan
yang sah. Akibatnya secara yuridis yang akan bertanggungjawab atas
penjaminan tersebut adalah Ketua Koperasi secara pribadi. Anggota
koperasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tanah
tersebut bukanlah aset milik koperasi. Akan tetapi, anggota koperasi tetap
masih dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait pelunasan utang
yang diadakan koperasi. Hal ini didasarkan pada konsep perjanjian utang
piutang sebagai perjanjian pokok yang tidak akan hapus walaupun

perjanjian jaminan sebagai perjanjian tamabahannya hapus.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pemaparan Penulis pada kesimpulan terkait hasil
penelitian ini, maka akta pernyataan pinjam nama atas tanah hak milik dapat
dikategorikan sebagai penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak-
pihak dalam koperasi. Oleh karena itu, Penulis bermaksud memberikan saran
mengenai permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan penulisan
hukum ini, yaitu:

1. Pembuatan akta pernyataan pinjam nama atas sebuah tanah dengan status
hak milik yang dibeli menggunakan modal koperasi namun didaftarkan
atas nama Ketua Koperasi harus dihindari. Hal ini dikarenakan akta
pernyataan tersebut bertentangan dengan undang-undang terkait
kedudukannya sebagai bukti kepemilikan. Oleh karena itu, akta
pernyataan semacam ini akan menciptakan ketidakpastian hukum.

2. Penjaminan aset koperasi berupa tanah yang terdaftar atas nama Ketua
Koperasi sebagai jaminan utang harus dihindari. Hal ini dikarenakan
Ketua Koperasi hanya bisa berkedudukan sebagai penjamin. Oleh karena
itu, apabila akan menyertakan jaminan, sebaiknya gunakan aset koperasi
lain yang memang terdaftar atas nama Koperasi Simpan Pinjam yang
bersangkutan.

3. Untuk pihak Koperasi Simpan Pinjam, Penulis menyarankan untuk
mendaftarkan tanah atas nama koperasi yang bersangkutan dengan alas
hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan supaya
lebih menciptakan keamanan dan kepastian hukum. Meskipun di awal
secara administrasi tidak semudah seperti pengalihan hak milik, namun di
kemudian hari apabila terjadi sengketa maka tanggung jawab tetap
terbatas pada Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan dan tidak akan

sampai pada tanggung jawab pribadi.
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